






 

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA   TAHUN 2026 

BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI 

 

Sasaran Indikator Kinerja Target Deskripsi 
Sumber 

Data 
Cara Mengukur 

Terwujudnya 

Fasilitasi 

Layanan 

Hukum, Kerja 

Sama, dan 

Manajemen 

Organisasi yang 

Berkualitas 

Jumlah kesepakatan 

kerja sama yang 

difasilitasi 

1 

Kesepakatan 

Merupakan hasil kegiatan kerja sama 

berupa kesepakatan kerja sama dalam 

negeri (kerja sama antar instansi/lembaga 

dan magang); serta kesepakatan kerja 

sama luar negeri dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi 

Ombudsman RI terkait koordinasi dan 

implementasi kerja sama dalam dan luar 

negeri secara lancar, tepat dan efektif; 

Biro HKO Berdasarkan jumlah 

kesepakatan kerja sama 

yang difasilitasi 

Jumlah produk 

hukum yang 

difasilitasi 

1 Dokumen Merupakan hasil produk hukum berupa: 

1. Rancangan PO (Opini P4 dan JDIH); 

2. Rancangan Perubahan UU 37/2008; 

3. Rancangan Perubahan PP 64/2012; 

4. Laporan Penyelesaian Telaahan Hukum; 

5. Laporan Kegiatan Advokasi; dan 

6. Laporan Pengelolaan JDIH 

Biro HKO Berdasarkan jumlah produk 

hukum yang difasilitasi 



Sasaran Indikator Kinerja Target Deskripsi 
Sumber 

Data 
Cara Mengukur 

Hasil produk hukum tersebut 

dilaksanakan dalam rangka mendukung 

terwujudnya pembangunan produk 

hukum atau efektifitas peraturan 

perundang-undangan terkait Ombudsman 

RI 

Jumlah dokumen 

penataan organisasi 

1 Dokumen Merupakan hasil kegiatan penataan 

organisasi, yang terdiri atas: a) Penataan 

jabatan; b) Evaluasi kelembagaan; 

c) Penyusunan Roadmap RB; d) 

Penyusunan Renaksi RB; e) Monev 

Pelaksanaan RB; f) Pengelolaan website 

RB; dan g) Penyusunan peta proses bisnis. 

Hasil kegiatan berguna dalam rangka 

mewujudkan arah kebijakan Ombudsman 

dalam mendukung Reformasi Birokrasi 

dan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan 

Publik. 

Biro HKO Berdasarkan jumlah 

dokumen penataan 

organisasi yang disusun 

Jumlah layanan 

pengelolaan 

operasional 

1 Layanan Merupakan layanan atas komponen yang 

melekat pada Layanan Perkantoran biro 

yang merupakan dukungan Operasional 

Kantor 

Biro HKO Berdasarkan jumlah 

layanan pengelolaan 

operasional yang diberikan 

selama 1 tahun 

 


